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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pendapat salah seorang ulama
mengenai permasalahan musyawarah (syuro) dan demokrasi, sebagian ada yang
memandang musyawarah (syuro) dan demokrasi itu adalah hal yang indentik.
Namun, vyang ingin diteliti disini adalah berfokus pada permasalah
musyawarahnya, bagaimana ulama memposisikan musyawarah dalam hal
bernegara. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pendapat ulama kota
Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara. (2) Mengetahui apakah
musyawarah sama dengan demokrasi. (3) Mengetahuialasan yang digunakan
terhadap pendapat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan
meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini
mengambil lokasi kota Banjarmasin terbatas pada ulama yang masuk dalam ruang
lingkup Majelis Ulama Indonesia kota Banjarmasin. Untuk memperoleh data yang
dimaksud, peneliti menggunaan teknik wawancara, kemudian dilakukan
pengolahan data dengan teknik editing dan deskripsi.Setelah data diperoleh,
selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (a) Ulama kota Banjarmasin ada yang
berpendapat bahwa musyawarah dalam bernegara adalah wajib dan sunnah
hukumnya. (b) Diantara ulama yang telah di wawancarai, ada 3 (tiga) orang yang
menyatakan bahwa musyawarah bukanlah demokrasi dan ada 2 (dua) orang yang
dirasa ragu dalam memberikan jawaban. (c) Antaramusyawarah dan demokrasi
memang ada perbedaan dan kesamaan. Namun demikian, bukan berarti
musyawarah dan demokrasi itu sama.



